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RINGKASAN 

Salah satu  fungsi utama negara adalah melakukan pelayanan publik. Melalui otoritasnya, 

negara dituntut dapat memberikan pelayanan prima, guna menjawab tuntutan publik yang 

semakin kompleks. Idealnya, pelayanan publik berkualitas prima tidak hanya diberikan pada 

masyarakat di perkotaan saja, melainkan juga kepada masyarakat marjinal, termasuk 

komunitas masayarakat adat terasing. Riset ini bertujuan untuk mengetahui sejauhmana 

kualitas pelayanan publik diberikan pada komunitas Orang Lom Kabupaten Bangka serta 

komunitas Tengger di Kabupaten Probolinggo Jawa Timur.  Adapun lokasi penelitian di 

Dusun Air Abik dan Pejam, Dresa Gunung Muda Kabupaten Bangka serta di Desa Ngadisari, 

Kabupaten Probolinggo. Sedangkan metode penelitian yang digunakan adalah metode 

kualitatif, dengan teknik pengumpulan data wawancara, observasi dan dokumentasi. 

Sementara teknik analisis data yang digunakan adalah teknik triangulasi. 

Keyword:    Pelayanan Publik, Kualitas Pelayanan, Masyarakat Adat Terasing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

BAB I 

PENDAHULUAN 

A. LatarBelakang Masalah 

Agus Dwiyanto (2005) menyatakan bahwa pelayanan public merupakan salah satu entry 

pointbagi Negara Kesatuan Republik Indonesia meraih mimpi besar menuju Negara yang mampu 

menjalankan tata kelola  pemerintahan dengan baik. Namun masih ada pekerjaan rumah yang harus 

dituntaskan yaitu mesti mampu menjalankan fungsi pengaturan dan pelayanan yang menjamin setiap 

warga Negara mendapatkan pelayanan dengan kualitas prima tanpa ada diskriminasi sebagaimana 

diatur dalam UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik. 

Pada hakekatnya, Negara sebagai sebuah institusi memiliki fungsimutama memberikan 

pelayanan kepada masyarakat (Rasyid, 1997:11). Negara harus memberikan dan memenuhi 

kebutuhan dasar dan hak hak sipil warga Negara, baik berupa layanan barang, jasa maupun 

administrasi. Secara historis, pelayanan public selalu berubah kendati nsecara substansial hamper 

sama, yaitu melayani warga Negara. Pada masa Orde lama sampai dengan Orde Baru, pelayanan 

bersifat sentralistis, sedangkan pada masa reformasi atau otonomi daerah, pelayanan berubah ke arah 

desentralistik (Gaffar, 2002: 172). 

Konsep desentralisasi dan otonomi daerah, menurut Sinambela (2010) telah membawa 

anginsegar bagi perubahan praktek pelayanan public.  Dengan diterapkannya desentralisasi, pelayanan 

public akan semakin mendekatkan antara provider dan usernya, sehingga akan meningkatkan kualitas 

pelayanan yang diberikan, di samping mendorong partisipasi masyarakat untuk terlibat dalam 

decision making penyelenggaraan layanan public. Di samping itu, desentralisasi dapat memperluas 

pelayanan public mulai dari wilayah perkotaan sampai pelosok pedesaan, bahkan untuk komunitas 

adat pedalaman (Dwiyanto, 2007). 

Namun dalam praktek selama lebih dari satu decade pelaksanaan desentralisasi, kualitas 

pelayanan public belum banyak berubah secara signifikan. Sebagian masyarakat masih merasakan 

pelayanan yang lamban, berbelit-belit, mahal, inefisien, korup, sikap dan tindakan arogan aparat 

layanan, ketidakpastian waktu layanan, adanya tuntutan imbalan dan fasilitas yang minim (Dwiyanto, 

2010:76).  Ekses negative tersebut disebabkan beberapa factor, yaitu (1) orientasi birokrat yang masih 

lebih mementingkan power interest dibandingkan public interest. (2) tidak terakomodasinya 

kepentingan masyarakat untuk ikut serta dalam memutuskan kebijakan, sehingga belum ada titik temu 

antara Pemerintah dengan masyarakat guna mencapai kebaikan bersama (Kumorotomo, 2007). 



 Hasil survey GDS yang dilakukan Dwiyanto (2003) menunjukkan bahwa rendahnya kualitas 

pelayanan public di beberapa wilayah di Indonesia ndisebabkan oleh keterlibatan unsur-unsur 

subyektivitas seoerti perkoncoan, afiliasi politik, kesamaan etnis dan agama, sehingga ptaktek 

diskriminasi pelayanan public masih sering terjadi.  Selain itu, factor social ekonomi seseorang juga 

menjadi factor terjadinya diskrimasi layanan tersebut (Dwiyanto, 2003). Riset yang dilakukan 

Manufandu (2009) menunjukkan bahwa akses layanan public di wilayah pedalamam, khususnya di 

Papua Barat masih sangat rendah. Dari sebanyak 14 suku pedalaman yang diteliti, ada 5 suku yang 

belum sama sekali mendapatkan akses layanan dasar, sedangkan sisanya mendapatkan askes layanan 

yang berkualitas sangat rendah. 

Komunitas Orang Lom atau yang dikenal sebagai suku Mapur (Semdel, 1989) adalah 

komunitas suku pedalaman yang tinggal di Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, Propinsi Bangka 

Belitung. Dalam bukunya, Smedel (1989) menyatakan bahwa Orang Lom dipahami sebagai suku 

Lom (Blum) yang diinterpretasikan sebagai suku yang belum memeluk agama. Mereka memiliki 

pandangan tentang kosmologi dan mitologi sendiri, sebagai keturunan Patih Gadjah Mada serta 

kepercayaan akan kekuatan supra natural yang tinggi. Tentunya sudah ada perubahan dengan adanya 

pengrauh peradaban modern, namun akar budaya, mitos, ajaran, prinsiop hidup serta agama mereka 

masih orisinil sampai saat ini. 

Sama halnya dengan komunitas adat Orang Lom,  tiang tengger (orang tengger).Suku 

bangsa Tengger adalah masyarakat adat terpencil yang berdiam disekitar kawasan di 

pedalaman gunung Bromo yang terletak di kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. Berdasarkan 

persebaran bahasa dan pola kehidupan sosial masyarakat, daerah persebaran suku Tengger 

adalah disekitar Probolinggo, Lumajang, (Ranupane kecamatan Senduro), Malang (desa 

Ngadas kecamatan Poncokusumo), dan Pasuruan. 

Kedua kelompok masyarakat adat terpencil tersebut menjadi obyek penelitian terkait kualitas 

pelayanan public bidang kesehatan ini karena masih banyaknya masalah, yaitu: Pertama, faktor letak 

geografis. Letak geografis tempat tinggal kedua kelompok tersebut di kawasan dataran tinggi 

pedalaman yang terpencil, sehingga akses pelayanan dari kecamatan terdekat sangat sulit.  Kedua, 

factor infrastruktur, yang masih minim di kedua wilayah tersebut. Ketiga adanya keengganan 

(disposisi) petugas untuk memberikan pelayanan ke komunitas tersebut yang disebabkan factor 

ketakutan pada mitos kedua kelompok masyarakat tersebut. Keempat, factor adat suku Orang Lom 

dan Suku Tengger yang masih kental dengan unsur-unsur magis, animis dan relative tertutup. 

Keempat factor tersebut menjadi kendala optimalnya pelayanan public pada kedua kelompok adat 

terpencil tersebut. 



Oleh sebab itu, fenomena tersebut menjadi sangat menarik, Karena di satu sisi baik Pemkab 

Bangka maupun Pemkab Probolinggo berupaya memberikan pelayanan kesehatan secara optimal bagi 

warganya, namun di lain pihak keinginan tersebut harus berbenturan dengan adat istiadat and kearifan 

local, aspek geografis, infrastruktur dan sikap pelaksana. 

 

B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana kualitas pelayanan public bidang kesehatan pada komunitas Orang Lom 

di Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka dan Komunitas Tengger di Desa 

Ngadisari Kabupaten Probolinggo? 

2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi kualitas pelayanan public bidang kesehatan 

pada komunitas Orang Lom di Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka dan 

Komunitas Tengger di Desa Ngadisari Kabupaten Probolinggo? 

 

C. Tujuan penelitian 

1. Menggali informasi sejauhmana kualitas pelayanan public bidang kesehatan pada 

masyarakat adat terasing, khususnya  komunitas Orang Lom di Desa Gunung Muda 

Kabupaten Bangka dan Komunitas Tengger di Desa Ngadisari Kabupaten 

Probolinggo. 

2. Mengetahui factor-faktor pendukung dan penghambat  kualitas pelayanan public 

bidang kesehatan pada masyarakat adat terasing, khususnya  komunitas Orang Lom 

di Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka dan Komunitas Tengger di Desa 

Ngadisari Kabupaten Probolinggo 

3. Pengembangan kajian ilmu pemerintahan, khususnya kajian pelayanan public. 

 

D. Urgensi (Keutamaan Penelitian) 

1. Terpotretnya secara obyektif kualitas pelayanan public bidang kesehatan pada 

masyarakat adat yang termarjinalkan, beserta factor-faktor determinannya. 

2. Terumuskannya alternative solusi pemecahan ketimpangan layanan public bidang 

kesehatan pada masyarakat adat terasing yang termarjinalkan. 

3. Berkembangnya kajian tentang pelayanan public pada masyarakat marjinal melalui 

publikasi di jurnal nasional terakreditasi. 

 

E. Inovasi yang diinginkan 



1. Penyediaan kualitas pelayanan public bidang kesehatan yang adil dan merata bagi 

seluruh masyarakat di seluruh Indonesia. 

2. Terciptanya inovasi pelayanan yang mendukung terciptanya pelayanan prima pada 

masyarakat marjinal, khususnya masyarakat adat terasing yang jauh dari jangkauan 

Pemerintah. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

 

A. Konsep Kualitas Pelayanan Publik 

 Kualitas atau mutu mengandung banyak pengertian dan makna tergantung sudut pandang 

pakar yang mendefinisikannya.  Secara leksikal mutu  adalah tingkat kesempurnaan dari penampilan 

sesuatu yang sedang diamati (Winston Dictionary, dalam Tjiptono, 1997:79).   Sedangkan Tijptono 

(1997:4) mengartikan mutu sebagai suatu kondisi dinamis yang berhubungan dengan produk, jasa 

manusia, proses dan lingkungan yang memenuhi atau melebihi harapan. Sementara, Montgomery 

(1985:39) mengartikan mutu : “Quality is the extent to which product meet the requirements of people 

who use them”. 

Sementara secara spesifik Gasperz (1995:5) menyatakan bahwa kualitas terdiri dari segala 

sesuatu yang bebas dari kekurangan atau kerusakan. Sedangkan pakar lain menyatakan kualitas adalah 

pemenuhan terhadap kebutuhan dan harapan pelanggan atau klien serta kemudian memperbaikinya 

secara berkesinambungan (Logothetis, 1992: 26). Morgan dan Murgantroyd (1984: 8) 

mendefinisikan kualitas merupakan bentuk-bentuk istimewa dari suatu produksi atau pelayanan yang 

mempunyai kemampuan untuk memuaskan kebutuhan masyarakat 

Berdasar beberapa pendapat pakar yang dikutipnya, Tjiptono (2000:2) menyatakan bahwa 

pengertian kualitas dapat bermakna sebagai berikut : 

1) Kesesuaian dengan persyaratan/tuntutan 

2) Kecocokan untuk pemakaian 

3) Perbaikan/penyempurnaan berkelanjutan 

4) Bebas dari kerusakan/cacat 

5) Pemenuhan kebutuhan pelanggan semenjak awal dan setiap saat. 

6) Melakukan segala sesuatu secara benar semenjak awal. 

7) Sesuatu yang bisa membahagiakan pelanggan. 

 Jadi aspek terpenting dari kualitas pelayanan adalah kemampuannya untuk memuaskan 

kebutuhan masyarakat melalui produk pelayanan yang  bebas dari kekurangan atau kerusakan. 

Sementara itu, pelayanan publik dapat diartikan sebagai penyediaan barang-barang dan jasa 

publik yang pada hakekatnya menjadi tanggung jawab pemerintah, tetapi pelaksanaannya dapat 

dilakukan oleh pemerintah dan/atau oleh swasta. Dalam Keputusan Menpan No. 

63/Kep./M.PAN/7/2003, tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Layanan Publik, disebutkan 

bahwa layanan publik oleh pemerintah dibedakan menjadi tiga kelompok layanan administratif, yaitu: 



Pertama, kelompok layanan yang menghasilkan bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan oleh publik; 

Kedua, kelompok layanan yang menghasilkan berbagai bentuk/jenis barang yang digunakan oleh 

publik; Ketiga, kelompok layanan yang menghasilkan berbagai jasa yang dibutuhkan oleh publik 

Jadi kualitas pelayanan publik dapat diberi pengertian sebagai kemampuan pemerintah untuk 

memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat yang berupa barang atau jasa yang bebas dari 

kekurangan dan kerusakan demi tercapainya kepuasan masyarakat. 

Dalam rangka untuk memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat sehingga masyarakat 

memperoleh kepuasan, maka ada beberapa prinsip dalam manajemen pelayanan yang dapat dipakai 

sebagai acuan. Prinsip-prinsip tersebut menurut Viljoen (1997:253) adalah sebagai berikut : 

1) Identifikasikan kebutuhan konsumen yang sesungguhnya 

2) Sediakan pelayanan yang terpadu (one stop shop) 

3) Dibuat sistem yang mendukung pelayanan konsumen 

4) Diusahakan agar semua orang atau karyawan bertanggung jawab terhadap kualitas 

pelayanan. 

5) Layanilah keluhan konsumen secara baik. 

6) Terus berinovasi. 

7) Karyawan adalah sama pentingnya dengan konsumen 

8) Bersikap tegas tetapi ramah terhadap konsumen. 

9) Menjalin komunikasi dan interaksi khusus dengan pelanggan. 

10) Selalu mengontrol kualitas 

 Kottler (1997:103) mengemukakan bahwa dari pelbagai studi penelitian yang telah dilakukan 

menunjukkan bahwa harapan pelanggan dibentuk oleh pengalaman pada masa lalunya. Penyelenggara 

layanan yang dikelola secara prima senantiasa memiliki banyak kesamaan dalam beberapa hal sebagai 

berikut: 

1) Konsep strategis 

Penyelenggara jasa ternama memiliki pengertian yang jelas mengenai pelanggan sasaran dan 

kebutuhan pelanggan yang akan mereka puaskan. Untuk itu dikembangkan strategi khusus 

untuk memuaskan kebutuhan ini yang menghasilkan kesetiaan pelanggan. 

2) Sejarah  komitmen kualitas manajemen puncak 

Tidak hanya melihat pada prestasi keuangan bulanan, melainkan juga pada kinerja jasa. 

3) Penetapan standar tinggi 

Penyedia jasa terbaik menetapkan standard kualitas jasa yang tinggi antara lain berupa 

kecepatan respon terhadap keluhan pelanggan dan ketepatannya. 

4) Sistem untuk memonitor kinerja jasa 

Secara rutin memeriksa kinerja jasa perusahaan maupun pesaingnya 

5) Sistem untuk memuaskan keluhan pelanggan 

Menanggapi keluhan pelanggan dengan cepat dan ramah 

6) Memuaskan karyawan sama seperti memuaskan pelanggan 



 

 Dalam kaitannya dengan upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik,  Lembaga 

Administrasi Negara (2003:186) mengemukakan perlunya digunakan beberapa prinsip dalam 

penyediaan layanan sektor publik, yang meliputi: 

1) Menetapkan standard pelayanan. Standard tidak hanya menyangkut standard atas produk 

pelayanan, tetapi juga standard prosedur pelayanan dalam kaitan dengan pemberian pelayanan 

yang berkualitas. Standard pelayanan akan dapat menunjukkan kinerja pelayanan. 

2) Terbuka terhadap segala kritik  dan saran maupun keluhan, dan menyediakan seluruh 

informasi yang diperlukan dalam pelayanan 

3) Mempelakukan seluruh masyarakat sebagai pelanggan secara adil 

4) Mempermudah akses kepada seluruh masyarakat pelanggan 

5) Membenarkan sesuatu hal dalam proses pelayanan ketika hal tersebut menyimpang 

6) Menggunakan sumber-sumber yang digunakan untuk melayani masyarakat pelanggan secara 

efisien dan efektif 

7) Selalu mencari pembaruan dan mengupayakan peningkatan kualitas pelayanan 

 

Selanjutnya, kendati kualitas pelayanan publik sulit untuk dievaluasi namun eksplorasi untuk 

membuat suatu konsep pelayanan publik yang cocok untuk menjelaskan fenomena pelayanan publik 

cukup berkembang dengan pesat. Secara garis besarnya konsep tentang pelayanan publik dapat 

dikategorikan dalam 2 (dua) perspektif, yaitu perspektif provider (proses) dan perspektif kepuasan 

pengguna jasa (customer satisfaction). 

 

B. Kualitas Pelayanan Publik Dalam Perspektif Provider (Proses) 

 Tak seperti organisasi swasta yang berorientasi keuntungan, organisasi publik mengalami 

kesulitan untuk mengukur kinerjanya. Keberhasilan suatu organisasi publik tak dapat diukur dari 

keuntungan uang yang diperoleh atau jumlah penjualan jasa pelayanan, atau dalam konteks pelayanan 

transportasi umum khususnya bis kota, kinerja atau keberhasilannya tidak dapat hanya diukur dari 

jumlah penumpang yang telah diangkut selama kurun waktu tertentu. Dalam konteks organisasi 

publik di Inggris, Georges M. Selim dan Sally A. Woodward (1993: 149) mengajukan jenis-jenis 

performansi tentang pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik, yaitu volume pekerjaan 

(workload), ekonomis (economics measures), efisiensi (efficiency), efektivitas (effectiveness) dan 

kesamaan (equity). 

Volume pekerjaan (workload measures) menunjukkan volume dari output, baik berupa 

barang maupun jasa, yang diproduksi oleh sebuah organisasi publik dan dikaitkan dengan jumlah 

sumber daya tertentu.  Sedangkan Ukuran Ekonomis (economics measures) pelayanan menunjukkan 

pada jumlah dana yang terbuang atau pemborosan dan pembengkakan biaya dari penyediaan suatu 

pelayanan publik. Apakah biaya yang senyatanya dikeluarkan sesuai dengan biaya yang direncanakan. 

Lebih dalam lagi adalah dengan membandingkan jumlah biaya yang disediakan per unit atau orang 



untuk satu jenis pelayanan publik pada waktu yang berbeda atau tempat yang berbeda. Efisiensi 

(efficiency) menunjukkan pada rasio minimal antara input dengan output. Input yang kecil diikuti 

dengan output yang besar merupakan kondisi yang sangat diharapkan. 

Efektivitas (effectiveness) memfokuskan pada tingkat pencapaian terhadap tujuan organisasi 

publik.. Tingkat pelayanan dan derajad kepuasan masyarakat tersebut merupakan salah satu ukuran 

efektivitas. Ukuran ini tidak mempertimbangkan berapa biaya, tenaga dan waktu yang digunakan 

dalam memberikan pelayanan, tetapi lebih menitikberatkan pada ketercapaian tujuan organisasi 

pelayanan publik. 

Persamaan (equity) menunjukkan pada tingkat persamaan terhadap semua golongan 

masyarakat dalam memperoleh pelayanan. Ukuran persamaan ini sangat penting dijadikan sebagai 

indikator untuk mengukur tingkat keberhasilan pelayanan publik yang dilakukan oleh organisasi 

pemerintah atau swasta. 

 

C. Kualitas Pelayanan Dalam Perspektif Pelanggan  

 

Untuk mengetahui kualitas pelayanan yang diberikan oleh organisasi publik dapat dilihat dari 

sejauh mana pelanggan atau orang yang dilayani menyatakan kepuasannya. Pernyataan tentang 

kepuasan tersebut dapat dilihat dari persepsi mereka terhadap produk pelayanan yang telah diberikan. 

Persepsi pelanggan sangat penting dalam menilai kualitas pelayanan publik. Teknik pengukuran 

kepuasan pelanggan sebenarnya banyak berasal dari teknik yang dikembangkan di dalam pemasaran 

bagi perusahaan-perusahaan swasta yang berorientasi kepada profit. Salah satu contohnya yang 

berkaitan dengan kualitas pelayanan adalah konsep yang dikemukakan oleh Lovelock (1992:225) 

yang menyatakan perlunya diperhatikan lima prinsip untuk menyiapkan kualitas pelayanan, yaitu 

sebagai berikut : 

1) Tangible, yaitu penampilan fasilitas fisik, peralatan, personal, dan komunikasi. 

2) Handal, yaitu kemampuan untuk membentuk pelayanan yang dijanjikan de-ngan tepat 

dan memeiliki ketergantungan. 

3) Pertanggung-jawaban, yaitu rasa tanggung jawab terhadap mutu pelayanan. 

4) Jaminan, yaitu pengetahuan, perilaku dan kemampuan pegawai. 

5) Empati, perhatian perorangan pada pelanggan. 

 

Masih dalam kaitannya dengan kualitas pelayanan, Zeithaml, Parasuraman & Berry (1990: 

26) menyatakan bahwa kualitas pelayanan merupakan sesuatu yang kompleks, sehingga untuk 

menentukan sejauhmana kualitas dari pelayanan tersebut dapat dilihat dari 5 (lima) dimensi, yaitu : 



1) Reliability, kemampuan untuk memberikan secara tepat dan benar, jenis pelayanan yang 

telah dijanjikan kepada konsumen/pelanggan 

2) Responsiveness, kesadaran atau keinginan untuk membantu konsumen dan memberikan 

pelayanan yang cepat. 

3) Assurance, pengetahuan atau wawasan, kesopanan santunan, kepercayaan diri dari 

pemberi layanan, serta respek terhadap konsumen. 

4) Emphaty, kemauan pemberi layanan untuk melakukan pendekatan, memberi 

perlindungan, serta berusaha untuk mengetahui keinginan dan kebutuhan konsumen. 

5) Tangibles, penampilan para pegawai dan fasilitas fisik lainnya, seperti peralatan atau 

perlengkapan yang menunjang pelayanan. 

 

Secara singkat kedua konsep tersebut merupakan bagian sistem manajemen yang berorientasi 

kepada pelanggan. Terdapat beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari reorientasi kepada 

pelanggan, sebagaimana dikemukakan oleh Osborne dan Gaebler (1995: 208-212) adalah sebagai 

berikut : 

1) Sistem yang berorientasi pada pelanggan memaksa pemberi jasa untuk bertanggung 

jawab kepada pelanggannya. 

2) Sistem yang berorientasi pelanggan mendepolitisasi keputusan terhadap pilihan pemberi 

jasa. 

3) Sistem yang berorientasi pelanggan merangsang lebih banyak inovasi. 

4) Sistem yang berorientasi pelanggan memberi kesempatan kepada orang untuk memilih 

diantara berbagai macam pelayanan. 

5) Sistem yang berorientasi pada pelanggan pemborosannya lebih sedikit, karena pasokan 

disesuaikan dengan permintaan. 

6) Sistem yang berorientasi pada pelanggan mendorong pelanggan untuk membuat pilihan 

dan mendorong untuk menjadi pelanggan yang berkomitmen. 

7) Sistem yang berorientasi pada pelanggan menciptakan peluang lebih besar bagi keadilan. 

 

 Dalam kaitannya dengan penyelenggaraan  pelayanan publik, ternyata sangat potensial  

mengalami pelbagai penyimpangan dalam pemberian layanan publik, yang dapat disebabkan oleh : 

Pertama, para birokrat yang bertanggungjawab pada penyelenggaraan layanan publik masih terpaku 

pada paradigma lama dengan semangat pangreh praja yang masih melekat; Kedua, peraturan atau 

ketentuan yang berlaku mengandung banyak lubang (loopholes) atau kelemahan yang mendorong 

terjadinya penyimpangan; Ketiga, pengguna jasa layanan publik juga sering memanfaatkan 

kelemahan peraturan dan ingin menempuh jalan pintas; Keempat, pengguna jasa masih berada pada 

posisi yang lemah. (Kumorotomo, 2005:7).   

 Dalam pandangan lain, aspek perubahan politik juga turut berpengaruh pada derajat layanan 

publik, sebagaimana disinggung oleh Peters, B. Guy (1984) :  

“At least three of the old chestnuts that have guided our thinking about the public service in the 

process of governance are simply no longer as canonical as they once were. The first of these 

principles is the assumption of an apolitical civil service, and associated with it is the politics-

administration dichotomy and the concept of “neutral competence” within the civil service. A 

second significant change in assumption about government relevant to this discussion is a 



decline in assumption of hierarchical and rule-based management within the public service, 

and in the authority of civil servants to implement and enforce regulations outside of public 

service. The third change in the assumptions about governance and the public bureaucracy 

concerns the permanence and stability of the organizations within government” 

 Oleh sebab itu, dalam upaya menciptakan pelayanan publik yang berkualitas perlu diciptakan 

pelbagai piranti pendukungnya. Albrecht dan Zemke (dalam Tjiptono, 1997) menyatakan kualitas 

pelayanan publik merupakan hasil interaksi dari empat aspek, yaitu sistem pelayanan, sumberdaya 

manusia, strategi pelayanan  dan pelanggan. Sistem pelayanan yang baik, sumberdaya manusia yang 

berkualitas dan berorientasi pada pelayanan, strategi pelayanan yang tepat, serta kesesuaian jenis, 

prosedur, mekanisme pelayanan dengan pelanggan akan menghasilkan kualitas pelayanan yang tinggi.  

Menurut Albrecht dan Zemke, untuk menyelenggarakan pelayanan publik yang berkualitas 

diperlukan sinergi antar pelbagai faktor pelayanan publik di atas. Sifat dan jenis pelayanan publik 

yang bervariasi dan beragamnya pemanfaatan oleh customers tentunya membutuhkan strategi 

pelayanan yang berbeda. Oleh karenanya penyelenggara layanan publik harus mengenal pelanggan 

dengan baik sebelum menyelenggarakan dan memberikan pelayanan. Di sinilah perlunya 

pengembangan sumberdaya manusia yang berkualitas dan berorientasi pada publik. 

Sementara itu dalam konsep pelayanan publik telah lama berkembang pada kajian 

administrasi bisnis daripada kajian administrasi publik. Hal ini tentunya tak lepas dari fokus orientasi 

kepada pelanggan yang lebih awal berkembang pada organisasi bisnis dibandingkan organisasi 

publik. Dalam kajian administrasi publik, konsep kualitas pelayanan yang paling menonjol adalah 

yang dikemukakan Vaughn dalam Rosenbloom  (1992) yang menyatakan bahwa indikator kualitas 

pelayanan organisasi publik berbeda dengan organisasi bisnis. Adapun indikator yang dikembangkan 

meliputi: Efficiency yaitu pelayanan bersifat timeliness (tidak terbatas waktu),  Competence yaitu 

ability to win a high degree of judicial deference (kemampuan untuk memenangkan aturan pada 

tingkat tertinggi ), serta Fairness yaitu Evenhandedness with regard to management and labor 

interests  (Kenetralan baik pada kepentingan manajemen maupun kepentingan pekerja. 

D. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Kualitas Pelayanan Publik 

Dalam konteks penyediaan layanan publik pada masyarakat pedalaman, Manufandu (2009) 

yang melakukan riset pelayanan publik pada suku pedalaman di Papua Barat menyatakan ada 

beberapa faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan publik, yaitu: 

1) Adat / Kearifan Lokal 

Secara etimologis, adat berasal dari kata arab “Adah” yang bermakna suatu perbuatan yang 

dilakukan secara berulang-ulang yang selanjutnya menjadi kebiasaan yang tetap dan 

dihormati orang (Gazalba, 1990). Sementara dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adat 

didefinisikan sebagai tata kelakukan yang kekal dan turun temurun dari generasi satu ke 



generasi lain sebagai warisan, sehingga begitu kuat integrasinya dengan pola perilaku 

masyarakat. Adat dalam konsep masyarakat melayu tradisional adalah segala yang 

berkaitan dengan proses kehidupan manusia mulai lahir sampai meninggal dunia (Bakar, 

2001:88).  

Dari beberapa definisi di atas tampak bahwa adat adalah kebiasaan dalam kehidupan 

bermasyarakat suatu komunitas. Adapun keterkaitan dengan kualitas pelayanan publik 

adalah bahwa adat seringkali menjadi faktor penghambat atau faktor pendukung suatu 

layanan publik, karena kebiasaan yang sudah berlangsung turun-temurun sangat sulit 

diubah. Biasanya adat yang berlangsung lama berbenturan dengan kebijakan baru yang 

harus diadopsi akan menjadi kendala dalam layanan publik. 

2) Letak Geografis 

Dalam risetnya, Madufandu (2009) menyebutkan bahwa letak geografis dari 

keberadaan suku pedalaman menjadi faktor penyebab rendahnya akses pelayanan 

publik . Kontur geografis Indonesia yang berupa kepulauan dengan barisan 

pegunungan menyebabkan terisolasinya suatu tempat dari tempat yang lain. 

Manufandu (2009) menemukan fakta bahwa letak geografis daratan dengan barisan 

pegunungan yang tinggi, jurang yang curam sangat menyulitkan transmisi 

pelayanan publik pada masyarakat pedalaman. 

3) Infrastruktur 

Dari definisi Kamus Besar Bahasa Indonesia, infrastruktur diartikan sebagai sarana 

dan prasarana umum. Sementara Todaro (2006) mendefinisikan infrastruktur lebih 

ke arah perspektif ekonomi. Tanpa infrastruktur, kegiatan produksi pada pelbagai 

kegiatan ekonomi tidak akan berfungsi. Akatsuka dan Yoshida (1999) menyatakan 

bahwa infrastruktur dasar meliputi transportasi, energi dan telekomunikasi. 

Dengan demikian jelas bahwa betapa menentukannya infrastruktur dalam kegiatan 

ekonomi dan pemberian layanan publik. Infrastruktur penting bagi pelayanan publik 

karena layanan publik akan berjalan dengan baik jika ditunjang dengan ketersediaan 

infrastruktur yang memadai. 

4) Sumberdaya Manusia Aparatur 

Sumberdaya aparatur merupakan sesuati kemampuan pegawai untuk melakukan 

pekerjaan yang dibebankan. Sumberdaya aparatur merupakan faktor determinan 

peningkatan kinerja organisasi pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan 

sumberdaya aparatur dalam konteks pelayanan publik bidang kesehatan di sini 



adalah dokter, bidan, mantri yang memberikan pelayanan kesehatan pada komunitas 

adat terpencil di masyarakat Tengger dan Orang Lom. 

 

Kerangka Berpikir: 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

 

A. Jenis Penelitian 

Penelitian ini merupakan penelitian yang bertipe deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Nawawi dan Martini, menjelaskan bahwa metodedeskriptif merupakan prosedur atau cara 

memecahkan masalah penelitiandengan memaparkan keadaan obyek yang diselidiki (seseorang, 

lembaga,masyarakat dan lain-lain) sebagaimana yang adanya, berdasarkan fakta-faktaaktual pada saat 

sekarang. Penelitian kualitatif menurut Bogdan dan Taylor dalam Moleong (2012:4), diartikan sebagai 

prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-

orang dan perilaku yang dapat diamati. Sementara, Denzin dan Licoln (2013) menyatakan bahwa 

penelitian kualitatif adalah penelitian yang menggunakan latar alamiah, dengan maksud menafsirkan 

fenomena yang terjadi dan dilakukan dengan jalan melibatkan berbagai metode yang ada. Pendekatan 

kualitatif merupakan data yang berupa kata atau kalimat, gambar, skema yang belum diangkakan.  

Analisis deskriptif yaitu menggambarkan apa yang terjadi pada saat melakukan penelitian 

seperti mencatat, menganalisa, menginterprestasikan kondisi-kondisi yang sekarang ini terjadi dan 

ada. Pendekatan ini hanya sampai pada tahap menyajikan dan menganalisis fakta secara sistematik 

sehingga dapat lebih mudah untuk dipahami dan disimpulkan. Jenis penelitian ini bertujuan untuk 

mendapatkan gambaran yang benar mengenai subjek yang diteliti. Pendekatan penelitian ini dipakai 

saat melakukan wawancara, mencari data, dan melihat fakta yang terjadi di lapangan serta dari 

keterangan para key informan yang akan dianalisis secara deskriptif untuk mencapai hasil dan 

kesimpulan. 

B. Jenis Data 

Sumber data utama dalam penelitian kualiatif ialah kata-kata, dan tindakan, selebihnya adalah 

data tambahan seperti dokumen dan lain-lain menurut cara pengumpulannya secara garis besar data 

penelitian dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, antara lain sebagai berikut : 

1) Data primer  

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung melalui pengamatan dan 

wawancara dengan informan atau responden untuk menggali informasi  

 

2) Data sekunder 



Data sekunder merupakan data tambahan berupa informasi yang akanmelengkapi 

data primer. Data tambahan yang dimaksud meliputi dokumen atauarsip 

didapatkan dari berbagai sumber, foto pendukung yang sudah ada, maupun foto 

yang dihasilkan sendiri, serta data yang terkait dalam penelitian ini.  

 

3) Lokasi Penelitian  

Adapun lokasi penelitian untuk komunitas Orang Lom berada di Dusun Air Abik 

dan Pejam, Desa Gunung Muda Kabupaten Bangka, sedangkan untuk masyarakat 

Tengger di Desa Ngadisari, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur. 

4) Teknik Pengumpulan Data 

Proses pengumpulan data yang akan dilakukan dalam penelitian ini meliputi 

tahap-tahap sebagai berikut :  

a. Interviu / Wawancara  

Teknik wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu, percakapan itu 

dilakukan oleh pihak kedua, yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan 

dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.   ada 2 (dua) 

jenis wawancara, yakni wawancara terstruktur dan wawancara tak-terstruktur 

(in-depth interview). Wawancara terstruktur adalah wawancara yang 

pewawancaranya (interviewer) menetapkan sendiri masalah dan pertanyaan-

pertanyaan yang akan diajukan. Jenis wawancara ini dilakukan pada situasi 

jika sejumlah sampel yang rerpresentatif ditanyai dengan pertanyaan yang 

sama dan hal ini penting sekali. Semua aspek dipandang mempunyai 

kesempatan yang sama untuk menjawab pertanyaan yang diajukan. Sementara 

itu, wawancara tak-terstruktur (in-depth interview) merupakan wawancara 

yang berbeda dengan wawancara terstruktur. Wawancara semacam ini 

digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi 

tunggal. Hasil wawancara tak-terstruktur (in-depth interview) menekankan 

pada pengecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran 

kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Dalam 

penelitian ini, peneliti menggunakan metode wawancara tak-terstruktur (in-

depth interview). 

b. Observasi berupa pengamatan langsung terhadap obyek yang diteliti. 



c. Dokumen adalah setiap bahan tertulis atupun film. Dokumen digunakan dalam 

penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen 

dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan. 

Menurut Lexy J. Moleong (2009)  ada dua jenis dokumen, yaitu: Pertama, 

dokumen pribadi adalah catatan atau karangan seseorangsecara tertulis tentang 

tindakan, pengalaman, dan kepercayaannya. Maksud pengumpulan dokumen 

pribadi adalah untuk memperoleh kejadian nyata tentang situasi sosial dan arti 

berbagai faktor di sekitar subyek penelitian. Dokumen pribadi berupa buku 

harian, surat pribadi, dan otobiografi.  Kedua, dokumen resmi. Dokumen 

resmi terbagi atas dokumen internal dan dokumen eksternal. Dokumen internal 

berupa memo, pengumuman, risala atau laporan rapat, keputusan pemimpin 

kantor, instruksi, aturan suatu lembaga masyarakat tertentu yang digunkan 

dalam kalangan sendiri. Dokumen eksternal berisi bahan-bahan informasi 

yang dihasilkan oleh suatu lembaga sosial, misalnya majalah, buletin, 

pernyataan, dan berita yang disiarkan kepada media massa.  

 

5) Teknik Keabsahan Data 

Keabsahan data merupakan konsep penting yang diperbaharui dari konsep 

kesahihan (validitas) atas keandalan (realibilitas). Derajat kepercayaan 

ataukebenaran suatu penilaian akan ditentukan oleh standar apa yang 

digunakan.Peneliti kualitatif menyebut standar tersebut dengan keabsahan data. 

Menurut Sugiono (2009) ada beberapa kriteria yang digunakan untuk memeriksa 

keabsahan data, yaitu : 

1. Penerapan derajat kepercayaan pada dasarnya menggantikan konsep validitas 

internal dan nonkualitatif. Fungsi dari derajat kepercayaan: pertama, 

penemuannya dapat dicapai; kedua, mempertunjukkan derajat kepercayaan 

hasil-hasil penemuan dengan jalan pembuktian oleh peneliti pada kenyataan 

ganda yang sedang diteliti. Kriteria derajat kepercayaan diperiksa dengan 

beberapa teknik pemeriksaan, yaitu :  

a. Triangulasi  

Triangulasi berupaya untuk mengecek kebenaran data dan 

membandingkan dengan data yang diperoleh dengan sumber lain, pada 

berbagai fase penelitian lapangan, pada waktu yang berlainan dan dengan 

metode yang berlainan. Adapun triangulasi yang dilakukan dengan tiga 



macam teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber data, 

metode, dan teori. Untuk itu maka peneliti dapat melakukannya dengan 

jalan : (i) mengajukan berbagai macam variasi pertanyaan, (ii) 

mengeceknya dengan berbagai sumber data, (iii) memanfaatkan berbagai 

metode agar pengecekan kepercayaan data dapat dilakukan. Dalam hal ini 

peneliti melakukan triangulasi dengan membandingkan data yang 

diperoleh melalui sumber wawancara, dokumentasi dan observasi di 

lapangan.  

b. Kecukupan referensial  

Yaitu mengumpulkan berbagai bahan-bahan, catatan-catatan, atau 

rekaman-rekaman yang dapat digunakan sebagai referensi dan patokan 

untuk menguji sewaktu diadakan analisis dan penafsiran data. 

Kecukupanreferensial dalam penelitian ini dilakukan dengan cara 

mengumpulkansemua data yang berhubungan dengan penelitian ini untuk 

menguji kembali data ada.  

c. Keteralihan (transferability)  

Keteralihan sebagai persoalan empiris bergantung pada pengamatan antara 

konteks pengirim dan penerima. Untuk melakukan pengalihan tersebut 

seorang peneliti perlu mencari dan mengumpulkan data kejadian empiris 

dalam konteks yang sama. Dengan demikian, peneliti bertanggung jawab 

untuk menyediakan data deskriptif secukupnya. Dalam melakukan 

keteralihan peneliti berupaya mencari dan mengumpulkan data kejadian 

empiris dalam konteks yang sama.    

2. Kebergantungan (dependability) 

Kebergantungan merupakan substitusi reliabilitas dalam penelitian 

nonkualitatif. Reliabilitas merupakan syarat bagi validitas. Dalam penelitian 

kualitatif, uji kebergantungan dilakukan dengan melakukan pemeriksaan 

terhadap keseluruhan proses penelitian. Sering terjadi peneliti tidak melakukan 

proses penelitian ke lapangan, tetapi bisa memberikan data. Peneliti seperti ini 

perlu diuji dependability-nya. Kalau proses penelitiannya tidak dilakukan 

tetapi datanya ada, maka penelitian tersebut tidak dependable. Untuk 

mengetahui dan memastikan apakah hasil penelitian ini benar atau salah, 

peneliti selalu mendiskusikannya dengan pembimbing secara bertahap 



mengenai data-data yang didapat di lapangan mulai dari proses penelitian 

sampai pada taraf kebenaran data yang didapat. 

3. Kepastian (confirmability) 

Dalam penelitian kualitatif uji kepastian mirip dengan uji kebergantungan, 

sehingga pengujiannya dapat dilakukan secara bersamaan. Menguji kepastian 

(confirmability) berarti menguji hasil penelitian, dikaitkan dengan proses yang 

dilakukan dalam penelitian, jangan sampai proses tidak ada tetapi hasilnya 

ada. Kepastian yang dimaksud berasal dari konsep objektivitas, sehingga 

dengan disepakati hasil penelitian tidak lagi subjektif tapi sudah objektif. 

Untuk menjamin kepastian bahwa penelitian ini objektif, peneliti dalam hal ini 

melakukan pemeriksaan secara cermat bersama dengan pembimbing terhadap 

kepastian asal-usul data, logika penarikan kesimpulan dari data dan derajat 

ketelitian serta telah terhadap kegiatan peneliti tentang keabsahan data. 

 

6) Teknik Analisis Data   

Setelah data, serta mengambil kesimpulan. Untuk menganalisis data ini 

menggunakan teknik analisis data kualitatif, karena data-data yang diperoleh 

merupakan keterangan-keterangan. Proses analisis data dimulai dengan menelaah 

seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber, yaitu dari wawancara, 

pengamatan yang sudah dituliskan dalam catatan lapangan, dokumen resmi, 

gambar, foto, dan sebagainya.  

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan pada saat pengumpulan 

data seperti dikemukakan oleh Miles dan Huberman (1992) bahwa aktivitas dalam 

analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus 

menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.  Menurut Bogdan dan 

Biklen analisa data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan berkerja 

dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang 

dapat dikelola, mengsintesiskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan 

apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat 

diceritakan kepada orang lain. Penelitian yang kaya data tidak akan berarti sama 

sekali jika data tersebut tidak dirangkai dalam struktur makna yang logis.  

 

 

 



 

 

 

 

Komponen Analisis Data Model Interaktif 

(Interactive Model) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : diadopsi dari Matthew B. Miles dan A. Michael Huberman 

 

 

Proses-proses analisa data kualitatif tersebut dapat dijelaskan, sebagai berikut:  

a. Pengumpulan data, yaitu pencarian data penelitian di lapangan yang dilakukan 

oleh peneliti dengan menggunakan metode yang telah ditentukan.  

b. Reduksi data (data reduction), yaitu proses pemilihan, pemusatan perhatian pada 

penyederhanaan, abstraksi, dan transformasi data kasar yang diperoleh di 

lapangan studi.  

c. Penyajian data (data display), yaitu deskripsi kumpulan informasi tersusun yang 

memungkinkan untuk melakukan penarikan kesimpulan dan pengambilan 

tindakan. 

d. Penarikan kesimpulan dan verifikasi (conclusion drawing and verification). Dari 

proses pengumpulan data, peneliti mencari makna dari setiap gejala yang 

diperoleh di lapangan, mencatat keteratruran atau pola penjelasan dan konfigurasi 

yang mungkin ada, alur kausalitas, dan proposisi. Jika penelitian masih 

Pengumpulan 

Data 

Kesimpulan dan 

Verifikasi 

 

 

Reduksi Data 

Penyajian Data 



berlangsung, maka setiap kesimpulan yang ditetapkan akan terus-menerus 

diverifikasi hingga benar-benar diperoleh kesimpulan yang valid. 

  



BAB IV 

BIAYA DAN JADWAL PENELITIAN 

IV.1 Anggaran Biaya 

Penelitian ini diperkirakan akan menghabiskan anggaran seperti dalam tabel berikut: 

No Sub Anggaran Jumlah 

1 Anggaran untuk Pelaksana (Gaji dan Upah) 8.960,000 

2 Anggaran Komponen peralatan 1.700,000 

3 Anggaran Komponen Perjalanan 14.250.000 

4 Anggaran Komponen Laporan/Publikasi 3.500.000 

5 Laporan Komponen Lain-Lain 3.750.000 

 JUMLAH 32.160.000 

 

IV.2 Jadwal Penelitian 

Penelitian ini dilaksanakan selama 8 (delapan) bulan. 

NO JENIS KEGIATAN BULAN KE- 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 
Rapat koordinasi dan 

pengurusan ijin 

        

2 
Penyusunan Instrumen 

Penelitian 

        

3 
Penelitian Lapangan 

 

        

4 
Penelitian Lapangan 
 

        

5 
Olah Data 

 

        

6 
Penyusunan Laporan Kemajuan 

 

        

7 
Laporan Akhir 

 

        

8 
Publikasi penelitian 
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